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ABSTRACT

This study aims to find out what distinguishes certain time work agreements in Law No.
13 of 2003 concerning Manpower and Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation;
how is the implementation of Law No. 11 of 2020 in particular regarding the Specific
Time Work Agreement; and what are the obstacles faced in the implementation of a
Specific Time Work Agreement based on Law no. 11 of 2020 concerning Job Creation.
The difference in the Specific Time Work Agreement in Law No. 13 of 2003 concerning
Manpower with Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation is seen to be more
significant in the rights received by contract workers. Basically, the author sees that the
changes that have been made to the work agreement for a certain time in Law Number
11 of 2020 concerning Job Creation in outline pay more attention to the details of the
rights obtained by workers, which means clearer legal protection for contract workers
as evidenced by the existence of compensation. at the end of each contract, the
calculation of which is adjusted to the period of service even though the contract work
period can be extended to a maximum limit of 5 (five) years. better for contract workers
even though they are workers with a certain time work agreement. The rights that
accommodate the law answer the requests of contract workers who have stopped
contracting without getting anything so that the implementation of Law Number 11 of
2020 can be implemented and accepted better by the contract workers. Constraints
faced in implementing the Work Agreement Certain Time based on Law no. 11 of 2020
concerning Job Creation, namely: General Obstacles in the form of different
interpretations and thoughts about harming workers/laborers. Specific constraints, for
example at PT. Mutiara Inti Sari is also only about fear of uncertainty in the working
period and others, more about the technical transition of PKWT on the current contract.
Keywords: Worker/Labourer, Specific Time Work Agreement, Employment, Job
Creation, Implementation of Work Agreement, and Implementation Constraints.

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menemukan apa yang membedakan perjanjian kerja
waktu tertentu pada Undang Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
dengan Undang Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; bagaimana penerapan
Undang Undang No.11 Tahun 2020 khususnya tentang Perjanjian Kerja Waktu
Tertentu; dan apakah kendala yang dihadapi dalam penerapan Perjanjian Kerja Waktu
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Tertentu berdasarkan Undang Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Perbedaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada Undang Undang No.13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan dengan Undang Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja terlihat lebih signifikan di hak yang diterima oleh pekerja kontrak. Pada dasarnya
penulis melihat perubahan yang ada dilakukan pada perjanjian kerja waktu tertentu di
Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja secara garis besar lebih
memperhatikan detail hak yang diperoleh oleh pekerja, yang artinya perlindungan
hukum yang lebih jelas kepada para pekerja kontrak terbukti dengan adanya kompensasi
di setiap berakhirnya kontrak yang perhitungannya disesuaikan dengan masa kerja
walaupun masa kerja kontrak dapat diperpanjang sampai batas maksimal 5 (lima)
tahun.Penulis melihat jika dalam menerapkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu sesuai
dengan Undang Undang No.11 Tahun 2020 maka tentu saja akan memberikan
penghidupan yang lebih baik kepada para pekerja kontrak walaupun sebagai status
pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu. Hak — hak yang mengakomodir dalam
undang undang tersebut menjawab permintaan para pekerja kontrak yang selama ini
berhenti kontrak tanpa mendapatkan apapun sehingga penerapan Undang Undang
Nomor 11 Tahun 2020 dapat dilaksanakan dan diterima dengan lebih baik oleh para
pekerja kontrak tersebut.Kendala yang dihadapi dalam penerapan Perjanjian Kerja
Waktu Tertentu berdasarkan Undang Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
yaitu: Kendala Umum berupa penafsiran yang berbeda dan adanya pemikiran tentang
merugikan pekerja/buruh

Kendala secara spesifik misalnya di PT. Mutiara Inti Sari juga hanya tentang
takut adanya ketidakpastian masa kerja dan lainnya lebih kepada teknis peralihan
PKWT atas kontrak berjalan.
Kata Kunci: Pekerja/Buruh, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Ketenagakerjaan,

Cipta Kerja, Penerapan Perjanjian Kerja, Dan Kendala Penerapan.

1. PENDAHULUAN seperti sekarang ini sudah banyak

Negara Indonesia merupakan negara
berkembang yang saat ini banyak
melakukan pembangunan secara
menyeluruh di berbagai daerah dari
ujung Barat sampai dengan ujung Timur
Indonesia,  terutama  di  bidang
infrastruktur jalan dan tentu saja hal ini
berpengaruh  dengan  perekonomian
Indonesia yang mana dikarenakan
infrastruktur daerah yang bagus maka
tentu saja akan meningkatkan investasi
di daerah - daerah tersebut dengan
banyaknya investor yang akan
membangun perusahaan — perusahaan
baru ataupun ekspansi cabang dari
perusahaan yang sudah lama berdiri. Di
masa pandemik yang telah berlangsung
hampir 2 tahun ini juga banyak
menentukan arah basis pembangunan
perekonomian Indonesia yang mana

perekonomian ditopang oleh perusahaan
berbasis e-Commerce. Namun, terlepas
dari itu tentu saja masih banyak juga
perusahaan konvensional yang masih
mencoba bertahan dengan
memaksimalkan sumber daya manusia
yang ada, karena sampai saat ini
perusahaan berbasis produksi produk
dan barang belum dapat tergantikan
oleh teknologi mesin secara
keseluruhan, walaupun tidak dapat
dipungkiri bahwa perusahaan yang
berbasis produksi sedikit demi sedikit
telah  mengikuti kemajuan zaman
dengan pengadaan mesin — mesin yang
lebih proporsional dan relatif stabil
dalam hal pencapaian hasil standar
produksi  secara kualitas maupun
kuantitas. Namun demikian, untuk
beberapa bagian dalam proses serta
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pengoperasian mesin — mesin yang ada
juga sangat memerlukan tenaga sumber
daya manusia yang trampil dan
bertanggung jawab yang biasanya
disebut sebagai pekerja / buruh pada
pabrik — pabrik yang terkhusus sebagai
operator mesin ataupun kernet operator
yang mengoperasikan mesin produksi
tersebut. Masa sekarang ini, perusahaan
tentu memiliki target pencapaian bukan
hanya untuk bertahan dari situasi
pandemik ini namun juga untuk lebih
baik dan mampu bersaing dengan
perusahaan lainnya baik perusahaan dari
dalam maupun luar negri.

Perusahaan harus
memperhatikan hal — hal yang minimal
telah diatur di dalam aturan yang ada
atau biasanya untuk memaksimalkan
sumber daya manusia yang ada maka
sedari awal proses rekrutmen para
pekerja yang ada diberikan kesempatan
untuk memahami dan mempelajari
bagaimana proses pekerjaan yang ada di
dalam  perusahaan, jika  dalam
percobaan tersebut pekerja merasa
perusahaan kurang maksimal
mendukung atau pekerja merasa tidak
cocok maka biasanya pekerja juga tidak
dipaksa untuk terus melanjutkan bekerja
di perusahaan tersebut. Pekerja/Buruh
sangat  diharapkan  untuk  dapat
menjalankan fungsi kerjanya dengan
baik dan benar sehingga target atau
tujuan perusahaan dapat tercapai secara
maksimal bagi perusahaan.

Pada awal pekerja akan bekerja
di suatu perusahaan biasanya akan ada
fase pengenalan untuk calon pekerja/
buruh beradaptasi dengan sistem yang
telah berlaku di perusahaan. Karena
biasanya selain yang berlaku pada
aturan yang umum, setiap perusahaan
memiliki kebijakan tersendiri yang
sedari awal telah disosialisasikan
dengan setiap calon Pekerja/Buruh. Hal
ini didasari oleh Undang Undang yang
berlaku dimana setiap calon pekerja/

burun dapat dipekerjakan dengan
beberapa pembagian kategori sistem
kerja. Disesuaikan dengan kebutuhan
dan jenis pekerjaan yang ada pada
perusahaan maka cara perekrutan calon
pekerja tersebut juga dapat bervariasi
misalnya perekrutan pekerja  bisa
sebagai status Buruh Harian Lepas
(BHL), Outcourcing, Perjanjian Kerja
Waktu Tertentu (PKWT) atau setelah
percobaan langsung menjadi Perjanjian
Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).
Saat ini pada perkembangannya dalam
kesejahteraan perekonomian Indonesia
memasuki masa bonus demografi usia
produktif kerja beberapa tahun kedepan.
Keadaan tersebut sebenarnya menuntut
adanya penguatan terhadap aturan yang
berlaku dengan sistem ketenagakerjaan
yang sekarang sehingga sinergitas
antara  produksi perusahaan dapat
selaras dengan kesejahteraan para
pekerja dikarenakan profesionalitas
pekerja dan aturan yang mengatur
tersebut.

Berdasarkan latar belakang dan
pembatasan masalah yang telah
diuraikan diatas, maka  dapat
dirumuskan beberapa permasalahan
yang akan menjadi pokok pembahasan
dalam penelitian ini, yaitu sebagai
berikut :

1. Apa yang membedakan Perjanjian
Kerja Waktu Tertentu pada Undang
Undang No.13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan dengan Undang
Undang No.11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja ?

2. Bagaimana penerapan  Undang
Undang No.11 Tahun 2020
khususnya tentang Perjanjian Kerja
Waktu Tertentu ?

3. Apakah kendala yang dihadapi
dalam penerapan Perjanjian Kerja
Waktu Tertentu berdasarkan
Undang Undang No. 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja?
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2. TINJAUAN PUSTAKA
A. Perjanjian Kerja
1. Pengertian Perjanjian
Perjanjian dalam bab ini

a. Asas Konsensualisme

b. Asas Pacta Sunt Servanda

c. Asas Kebebasan Berkontrak
4. Hak Dan Kewajiban Para Pihak

akan dijelaskan lebih lanjut
dengan adanya Undang Undang
No. 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja yang sebagian besar
kita ketahui bahwa sejak
diundangkan Undang Undang
ini masih menjadi kontroversi di
kalangan dunia kerja terutama
pada bab khusus
ketenagakerjaan. Disini kita juga
akan melihat perbedaan yang
akan dipaparkan antara Undang
Undang No. 13 Tahun 2003
dengan Undang Undang terbaru
tersebut. Sebelumnya kita akan
melihat  tentang  pengertian
perjanjian.

2. Syarat Sah perjanjian

Menurut Abdulkadir
Muhammad, perjanjian yang sah

adalah perjanjian yang
memenuhi syarat-syarat yang
ditentukan undang-undang,

sehingga ia diakui oleh hukum
(legally concluded contract).
Dalam perjanjian kerja selalu
terkandung asas  kebebasan
berkontrak, tetapi pengusaha
dan pekerja tidak serta merta
dapat bebas membuat
kesepakatan  dalam  kontrak
karena walaupun ada asas
kebebasan berkontrak tetapi
tetap tidak boleh dikecualikan
dari  peraturan  perundangan
undangan yang telah ada.
Karena didalam perundangan
undangan juga telah diatur
mengenai  Syarat -  syarat
perjanjian tersebut.

3. Asas-Asas Hukum Perjanjian

Didalam hukum
perikatan dikenal tiga asas
penting, yaitu ;

Berdasarkan pasal tersebut
dapat dilihat bahwa hak dan
kewajiban para pihak dalam
perjanjian tidak diatur dalam
KUH Perdata, melainkan dalam
ketentuan-ketentuan khusus untuk
itu jika ada peraturan khusus yang
mengaturnya. Bila tidak ada yang
mengaturnya, maka hak dan
kewajiban para pihak ditentukan
sendiri oleh para pihak dalam
syarat perjanjian yang dibuat. Jika
dalam syarat perjanjian tidak
dicantumkan maka hal tersebut
ditentukan menurut kebiasaan.
Hal ini sesuai dengan asas
kebebasan berkontrak.

5. Subyek Perjanjian

Subyek perjanjian adalah
pihak kreditur yang berhak atas
prestasi dan pihak debitur yang
berkewajiban  atas  prestasi.
Didalam perjanjian terdiri dari
dua pihak atau lebih. Pihak-pihak
dalam perjanjian berupa manusia
pribadi (naturlijk person) dan
badan hukum (Recht person)

. Objek Perjanjian

Objek perjanjian adalah
prestasi, yaitu debitur
berkewajiban atas suatu prestasi
dan kreditur berhak atas suatu
prestasi. Menurut pasal 1234
Kitab Undang Undang Hukum
Perdata, prestasi dapat berbentuk
memberikan  sesuatu, berbuat
sesuatu, atau tidak berbuat
sesuatu. Untuk sahnya perikatan
diperlukan syarat-syarat tertentu.
a. Obyek harus tertentu
b. Obyek harus diperbolehkan
c. Obyeknya dapat dinilai dengan

uang
d. Obyeknya harus mungkin
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7. Berakhirnya Perjanjian

Berakhirnya  perjanjian
atau Hapusnya  perjanjian
tertuang dalam Pasal 1381 Kitab
Undang-Undang Hukum
Perdata, yang  menyatakan
bahwa perikatan hapus karena :
a. Pembayaran;

b. Pembayaran tunai  diikuti
dengan penyimpanan atau
penitipan;

¢. Pembaharuan utang (novasi);

d. Pembebasan utangnya;

e. Musnahnya barang yang
terutang;

f. Kebatalan atau pembatalan;

g. Berlakunya syarat batal,

h. Lewatnya waktu, akan diatur
dalam suatu bab tersendiri;

8. Wanprestasi

Wanprestasi adalah lalai,
ingkar tidak memenuhi
kewajiban dalam suatu
perikatan. Untuk kelalaian ini,
maka pihak yang lalai harus
memberikan penggantian rugi,
biaya dan bunga. Menurut M.
Yahya Harahap, SH
“wanprestasi adalah pelaksanaan
kewajiban yang tidak tepat pada
waktunya atau dilakukan tidak
menurut selayaknya”

Perjanjian  Kerja  Waktu

Tertentu

1. Pengertian Perjanjian Kerja
Waktu Tertentu

Perjanjian Kerja Waktu
Tertentu merupakan suatu
bentuk perjanjian kerja yang
dibuat bersama oleh
pengusaha/pemberi kerja
kepada pekerja/buruh untuk
suatu pekerjaan yang bersifat
sementara. Pekerja  yang
bekerja dengan perjanjian
kerja jenis ini biasanya
disebut  pekerja  kontrak.
Biasanya pengusaha
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menggunakan perjanjian
kerja jenis ini dengan alasan
efisiensi  pekerjaan  yang
sifatnya tidak selalu terus
menerus ada, namun lebih
bersifat sementara.

Menurut Iman Soepomo
dalam  bukunya  Hukum
Perburuhan dalam bidang
hubungan kerja, merumuskan
bahwa: Bagi penyelenggara
perjanjian kerja seperti halnya
dengan semua  macam
perjanjian ini  dimintakan
Syarat-syarat tertentu
mengenai  orang-orangnya,
mengenai isinya dan kadang-
kadang mengenai bentuknya
yang tertentu. Sedang
perjanjian  kerja  adalah
dimana pihak kesatu, buruh,
mengikatkan  diri  untuk
bekerja menerima upah pada
pihak lainnya, majikan yang
mengikatkan  diri  untuk
mempekerjakan itu dengan
membayar upah.

Syarat Sahnya Perjanjian
Kerja Waktu Tertentu
Sesuai dengan
ketentuan pasal 52 Undang
Undang Nomor 13 Tahun
2003 tentang
Ketenagakerjaan, suatu
perjanjian kerja harus
memenuhi  syarat sebagai
berikut :
1) Kesepakatan Kedua Belah
Pihak
Kesepakatan antara
pengusaha dan pekerja
haruslah dilakukan kedua
belah pihak. Kesepakatan
kerja yang ada tidak boleh
hanya disepakati salah satu
pihak atau dengan kata
lain, dalam proses
pengikatannya tidak boleh
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adanya unsur paksaan dari
masing - masing pihak
karena masing - masing
antara  pengusaha dan
pekerja dapat menentukan
sendiri apakah sepakat
atau tidak dengan isi
perjanjian kerja yang ada.

2) Kemampuan atau

Kecakapan Melakukan
Perbuatan Hukum

Membuat suatu perjanjian
kerja, baik dari kedua
belah pihak antara
pengusaha maupun pekerja
haruslah cakap di mata
hukum, orang yang cakap
maksudnya adalah yang
sesuai dengan peraturan

perundang undangan
ditambah memang orang
tersebut diberikan

kewenangan sesuai dai
pihak perusahaan misalnya
mewakili pengusaha
adalah  HRD  ataupun
manager yang memang
diberikan kuasa khusus
untuk dapat mengikat
suatu perjanjian. Di pihak
lain pekerja juga wajib
adalah orang yang cakap,
dalam hal ini adalah
pekerja/buruh yang telah
dewasa, tidak dibawah
pengampuan, serta sehat
secara akal dan batin. Juga
perlu diperhatikan bahwa
apakah pekerja adalah
anak-anak atau bagaimana
sehingga tidak terjadi hal -
hal yang membatalkan
perjanjian kerja akibat dari
penyimpangan  terhadap
peraturan perundang
undangan.

3) Adanya Pekerjaan yang

Diperjanjikan
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Dalam suatu perjanjian
kerja, tentulah harus ada
hal yang disepakati untuk
dilakukan atau adanya
pekerjaan yang
diperjanjikan untuk
dikerjakan sebagai bagian
dari prestasi yang harus
dilakukan  oleh  para
pekerja / buruh. Jadi boleh
dikatakan tidak mungkin
akan ada perjanjian kerja
tanpa ada suatu pekerjaan

yang diperjanjikan.
Pekerjaan yang ada juga
dijelaskan didalam

perjanjian kerja sehingga
saat dikerjakan  sesuai
dengan perjanjian Kkerja
maka pekerja berhak atas
sesuatu sebagai hak atas
pekerjaan  yang telah
dikerjakan. Sebaliknya
juga bahwa jika para
pekerja/buruh tidak
melaksanakan sesuai
dengan apa yang telah
diperjanjikan maka pekerja
akan kehilangan haknya
atas upah yang berlaku
asas no work no pay.

4) Pekerjaan yang
Diperjanjikan Tidak
Bertentangan dengan
Ketertiban Umum,

Kesusilaan, dan Peraturan
Perundang Undangan

Walaupun pengusaha dan
pekerja  memiliki  hak
untuk menentukan jenis
kerja atau pekerjaan yang

diperjanjikan, namun
sesuai  dengan  aturan
perundang undangan

bahwa pekerjaan yang
diperjanjikan tidak boleh
bertentangan dengan
ketertiban umu,
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kesusilaan, dan peraturan
perundang undangan yang
berlaku. Dalam hal ini,
kedua belah pihak tidak

dapat menyepakati
pekerjaan yang
bertentangan dengan

undang undang seperti
kesepakatan ~membunuh,
mencuri, transaksi jual beli
narkoba dan lain
sebagainya.
3. Berakhirnya Perjanjian
Kerja Waktu Tertentu
Hubungan  kerja di
Indonesia ini  berdasarkan
azas kekeluargaan dan gotong
royong, buruh dan majikan
merupakan  patner  dalam
memproduksi  barang dan
jasa, sehingga berakhirnya
perjanjian kerja  waktu
tertentu dapat terjadi sebagai
berikut :
1). Batal demi hukum
Perjanjian kerja untuk waktu
tertentu berakhir demi hukum
karena disyaratkannya masa
percobaan kerja pasal 58
Undang-Undang No 13
Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan, atau dalam
hal isi perjanjian kerja
bersama bertentangan dengan
peraturan  yang  berlaku.
Dalam frasa “batal demi
hukum” apakah benar
memiliki arti bahwa
perjanjian  Kkerja  tersebut
sudah dinyatakan batal oleh
hukum tanpa perlu diajukan
ke pengadilan? Peneliti dalam
hal ini mengambil pendapat J.
Satrio , bahwa secara praktis
mungkin  tetap  diajukan
pembatalan ke pengadilan
dikarenakan  belum tentu
salah satu pihak menerima

begitu saja bahwa perjanjian
kerja tersebut adlah batal(tak
pernah ada) dan karenanya
mungkin akan tetap
mendesak pihak yang satunya
untuk memenuhi kewajiban
yang timbul dari perjanjian
kerja tersebut.

2). Hubungan kerja putus oleh
pengusaha
Berakhirnya perjanjian kerja
tentu saja akan berakibat
berakhirnya hubungan kerja
antara pengusaha dan
pekerja/buruh. Perjanjian
kerja yang mengikat diri
antara pengusaha dan pekerja
telah hilang otomatis dengan
berakhirnya perjanjian kerja
sehingga untuk masing -
masing pihak telah tidak
berkewajiban untuk
memenuhi  kewajiban -
kewajiban yang diperjanjikan
didalam perjanjian kerja.

3. METODOLOGI
PELAKSANAAN
A.Gambaran Umum Penerapan
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
di PT. Mutiara Inti Sari Dengan
Undang Undang No. 13 Tahun
2003
Masyarakat pada umumnya
melihat permasalahan pada adanya
penerapan Perjanjian Kerja Waktu
Tertentu., padahal selalu adanya dua sisi
yang bisa dipandang baik dari pihak
pengusaha maupun pihak
pekerja(buruh). Perjanjian Kerja Waktu
Tertentu yang ada pada Undang Undang
No. 13 Tahun 2003 memang telah
banyak yang di judicial review dan
banyak yang telah disesuaikan. Namun
memang  masih  banyak  sekali
multitafsir yang muncul akibat dari isi
pasal yang kurang spesifik walaupun
telah diperjelas lebih khusus pada
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Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Republik Indonesia No.
100/MEN/V1/2004 tentang Pelaksanaan
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada
saat sebelum diundangkan Undang
Undang No. 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja.

Penerapan  Perjanjian  Kerja
Waktu Tertentu yang dilakukan dari
pihak perusahaan biasanya mengacu
pada aturan yang ada walaupun selalu
ada oknum pengusaha yang berusaha
mengambil keuntungan yang lebih
daripada penerapan perjanjian kerja
jenis ini. Di sisi lain, penerapan yang
telah sesuai dengan aturan pun kadang
masih dapat dipermasalahkan oleh
pihak pekerja, masing — masing tafsir
berbeda dari pihak pengusaha dan pihak
pekerja juga kadang tidak dapat
diselesaikan oleh dinas terkait dalam hal
ini  adalah dinas tenaga kerja.
Sebagaimana yang penulis angkat
sebagai contoh, apa yang terjadi pada
penerapan Perjanjian Kerja Waktu
Tertentu di PT. Mutiara Inti Sari yang
bergerak di bidang kotak kemasan,
walaupun telah menjalankan  dan
menerapkan  sesuai  aturan dalam
menjalankan Perjanjian Kerja Waktu
Tertentu tetapi tidak dapat
menghindarkan perusahaan dari adanya
gugatan permasalahan Perjanjian Kerja
Waktu Tertentu pada tahun 2020
sebelum berlakunya Undang Undang
No. 11 Tahun 2020. distribusi tentu saja
bukan hal baru untuk perusahaan ini.

B. Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia No. 35 Tahun 2021
Tentang Perjanjian Kerja Waktu
Tertentu, Alih Daya, Waktu
Kerja dan Waktu Istirahat , Dan
Pemutusan Hubungan Kerja

Penerapan Undang Undang
No 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja dilaksanakan dengan
peraturan teknis dibawahnya seperti
halnya dulu Kepmen No. 100

Tahun 2004 tentang Perjanjian
Kerja Waktu Tertentu yang
mengatur secara lebih mendalam
dan teknis mengenai hal - hal yang
terdapat pada Undang Undang No.
11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Walaupun undang undang ini
diundangkan pada tahun 2020
namun untuk teknis
pelaksanaannya baru ada pada
tahun 2021 dengan diterbitkannya
Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun
2021 Tentang Perjanjian Kerja
Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu
Kerja dan Waktu Istirahat , Dan
Pemutusan Hubungan Kerja. Kali
ini penulis akan memaparkan dan
menjelaskan pasal yang hanya
berhubungan dengan Perjanjian
Kerja Waktu Tertentu dimulai dari
dasar pembuatan PKWT di
perusahaan. Berikut merupakan
pasal di dalam PP No. 35 Tahun
2021.
Penerapan Perjanjian Kerja
Waktu Tertentu pada Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia
No. 35 Tahun 2021 Tentang
Perjanjian Kerja Waktu
Tertentu, Alih Daya, Waktu
Kerja dan Waktu Istirahat , Dan
Pemutusan Hubungan Kerja
1. Dibuat Berdasarkan pada
Jangka Waktu atau Selesainya
Suatu Pekerjaan tertentu
PKWT vyang didasarkan atas
jangka waktu atau selesainya
suatu pekerjaan tertentu
sehingga pengusaha/pekerja
sedari awal pengikatan sudah
harus menentukan perihal berapa
lama jangka waktu perjanjian
dan kapan pekerjaan tersebut
dianggap selesai dikerjakan. Jika
suatu pekerjaan tertentu tersebut
telah selesai dikerjakan atau
telah selesai waktu perjanjiannya
maka sesuai dengan perjanjian
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kerja yang disepakati maka
secara otomatis perjanjian kerja
yang ada akan berakhir. Dalam
hal ini, pengusaha tidak perlu
lagi memberitahukan kepada
pekerja tentang pemberitahuan
pemutusan  hubungan  Kerja
kepada para buruh bersangkutan.

2. Dibuat Secara Tertulis Dengan

Bahasa Indonesia dan Huruf
Latin

PKWT dbuat dalam
bentuk  tertulis.  Hal ini
merupakan konsekuensi  dari
adanya pelaksanaan perjanjian
kerja yang bersifat sementara
dan tidak tetap. Dengan tujuan
untuk pengusaha dan pekerja
dapat mengetahui pasti kapan
berakhirnya perjanjian kerja
tersebut.

Dalam pembuatan
PKWT, format tulisan harus
menggunakan bahasa Indonesia
dan huruf latin. Apabila PKWT
dibuat dalam dua bahasa yakni
bahasa Indonesia dan bahasa
asingdan terdapat penafsiran
berbeda maka yang berlaku
adalah perjanjian kerja dengan
dibuat dari Bahasa Indonesia

3. Tidak Dapat Mensyaratkan

Masa Percobaan Kerja

Untuk Perjanjian Kerja
Waktu  Tertentu, pengusaha
tidak dapat mensyaratkan untuk
masa percobaan kerja terhadap
para pekerja/buruh. Hal ini
dikarenakan jenis perjanjian ini
hanyalah sementara dengan jenis
pekerjaan yang juga bersifat
sementara dan dikerjakan dalam
jangka waktu tertentu dengan
penyelesaian yang tidak terlalu
lama. Sehingga saat proses
penerimaan awal, pengusaha
sudah harus yakin bahwa
pekerja/buruh tersebut
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merupakan pekerja yang tepat
untuk bisa bekerja di bagian
tersebut.

Didalam Undang
Undang Nomor 11 Tahun 2020
pasal 58, apabila PKWT
dipersyaratkan dengan masa
percobaan kerja maka masa
percobaan kerja tersebut
dnyatakan batal demi hukum
dan masa kerja tetap
diperhitungkan. Adapun maksud
dari ‘batal demi hukum’ adalah
bahwa masa percobaan Kkerja
tersebut dinyatakan tidak pernah
ada, sehingga masa percobaan
kerja dalam pelaksanaannya
juga dihitung sebagai masa kerja
pekerja/buruh.  Kita  ambil
contoh jika pekerja PKWT
disyaratkan untuk masa
percobaan 3(tiga) bulan maka
masa 3(tiga) bulan tersebut tetap
dihitung sebagai masa kerja dan
bagian dari masa yang terhitung
dalam status PKWT.

4. Pencatatan ke Instansi yang

Bertanggung jawab di Bidang
Ketenagakerjaan

Proses pembuatan
PKWT ini akan dianggap sah
apabila dilakukan pencatatan ke
dinas terkait yang bertanggung
jawab di bidang
ketenagakerjaan. Pencatatan ini
merupakan  kewajiban  dan
sebagai bentuk perlindungan
dari Pemerintah dalam
memberikan pengawasan apakah
terdapat pelanggaran -
pelanggaran pada perjanjian
kerja yang ada disepakati
bersama antara pekerja dan
pengusaha tersebut. Pemerintah
melalui pencatatan juga dapat
mencegah penyimpangan seperti
adanya percobaan masa Kerja,
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jenis pekerjaan yang bersifat

tetap dan sebagainya.

Sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan
yang berlaku pencatatan PKWT
dilakukan pengusaha kepada:

a. Kementrian yang
menyelenggarakan  urusan
pemerintahan di  bidang
ketenagakerjaan (dalam hal
ini Kementrian
Ketenagakerjaan RI) secara
daring dalam waktu paling
lama 3(tiga) hari sejak
penandatangan PKWT; atau

b. Dinas yang
menyelenggarakan  urusan
pemerintahandi bidang
ketenagakerjaan

kabupaten/kota (dalam hal
ini Dinas Tenaga Kerja
setempat), dalam  waktu
paling lama 7(tujuh) hari
kerja sejak penandatangan
PKWT, jika pencatatan
secara daring belum tersedia.

5. Perpanjangan PKWT

Undang Undang
sebelumnya hanya
memperbolehkan masa PKWT
dengan waktu paling lama
2(dua) tahun dan hanya boleh
diperpanjang 1(satu) kali untuk
1(satu) tahun. Sehingga total
jangka waktu PKWT beserta
perpanjangannya adalah paling
lama 3(tiga) tahun saja. Apabila
jangka waktu yang disepakati
melebihi dari ketentuan tersebut,
PKWT demi hukum berubah
menjadi PKWTT

Sejak berlakunya Undang
Undang No 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja, ketentuan
jangka waktu PKWT telah
diubah. PKWt sekarang telah
dapat diadakan perpanjangan

dengan  ketentuan  sebagai

berikut:

a. Bagi PKWT yang
berdasarkan pada jangka
waktu, lamanya jangka waktu
keseluruhan PKWT beserta
perpanjangannya tidak boleh
lebih dari 5(lima) tahun

b. Bagi PKWT untuk suatu
pekerjaan tertentu,
perpanjangan perjanjian kerja
dapat diadakan sampai batas
waktu tertentu hingga
selesainya pekerjaan; dan

c. Bagi perjanjian kerja harian,
pembaruan/perpanjangan
perjanjian kerja tidak dapat
diadakan untuk 21(dua puluh
satu) hari atau lebih selama
3(tiga) bulan berturut-turut
atau lebih

6. Kondisi-Kondisi yang
Mengakibatkan PKWT Demi
Hukum Menjadi PKWTT

Dalam suatu kondisi
tertentu, Undang Undang
memungkinkan bahwa suatu

PKWT demi hukum berubah

menjadi PKWTT. Kondisi -

kondisi tertentu yang dimaksud
antara lain :

a. PKWT Memperjanjikan
Pekerjaan Bersifat Tetap

b. Jangka Waktu Perjanjian
Kerja Harian Melebihi Batas
yang Ditetapkan

C. Pengusaha Tidak Melakukan
Pencatatan PKWT

4. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Kendala Umum Di Awal
Rancangan Undang Undang
Cipta Kerja
Secara umum, terdapat beberapa
masalah ~ krusial pada Bab
Ketenagakerjaan UU Cipta Kerja :
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a. hilangnya ketentuan batas waktu
maksimal  dalam  Perjanjian
Kerja Waktu Tertentu (PKWT).

b. dihapuskannya frasa “kebutuhan
hidup layak” sebagai rujukan
penghitungan upah minimum
yang berdampak pada

bergesernya konsep
perlindungan pengupahan secara
luas.

c. dihapuskannya pembatasan jenis
pekerjaan yang dapat dilakukan
dengan alih daya (outsourcing).

d. pergeseran paradigma
pemutusan  hubungan  Kerja
menjadi lebih mudah karena
dibuka  kemungkinan PHK
hanya melalui pemberitahuan
pengusaha ke pekerja tanpa
didahului dengan perundingan.

e. UU Cipta Kerja tidak ramah
dengan penyandang disabilitas
yang berposisi sebagai pekerja.
uu ini memberikan
ketidakadilan bagi pekerja yang
menjadi penyandang disabilitas
karena kecelakaan kerja yang
kemudian dengan mudah
diPHK. Pengaturan ini
kontraproduktif dengan
ketentuan  dalam  Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2016
tentang Penyandang Disabilitas.

5. SIMPULAN

Perbedaan  Perjanjian  Kerja
Waktu Tertentu pada Undang Undang
No.13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan ~ dengan  Undang
Undang No.11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja terlihat lebih signifikan di
hak yang diterima oleh pekerja kontrak.
Pada dasarnya penulis  melihat
perubahan yang ada dilakukan pada
perjanjian kerja waktu tertentu di
Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja secara garis besar
lebih memperhatikan detail hak yang

diperoleh oleh pekerja, yang artinya
perlindungan hukum yang lebih jelas
kepada para pekerja kontrak terbukti
dengan adanya kompensasi di setiap
berakhirnya kontrak yang
perhitungannya disesuaikan dengan
masa kerja walaupun masa kerja
kontrak dapat diperpanjang sampai
batas maksimal 5 (lima) tahun.Penulis
melihat jika dalam  menerapkan
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu sesuai
dengan Undang Undang No.11 Tahun
2020 maka tentu saja akan memberikan
penghidupan yang lebih baik kepada
para pekerja kontrak walaupun sebagai
status pekerja dengan perjanjian kerja
waktu tertentu. Hak — hak yang
mengakomodir dalam undang undang
tersebut menjawab permintaan para
pekerja kontrak yang selama ini
berhenti kontrak tanpa mendapatkan
apapun sehingga penerapan Undang
Undang Nomor 11 Tahun 2020 dapat
dilaksanakan dan diterima dengan lebih
baik oleh para pekerja kontrak
tersebut.Kendala yang dihadapi dalam
penerapan Perjanjian Kerja Waktu
Tertentu berdasarkan Undang Undang
No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
yaitu:

a. Kendala Umum berupa
penafsiran yang berbeda dan
adanya  pemikiran  tentang
merugikan pekerja/buruh

b. Kendala secara spesifik
misalnya di PT. Mutiara Inti Sari
juga hanya tentang takut adanya
ketidakpastian masa kerja dan
lainnya lebih kepada teknis
peralihan PKWT atas kontrak
berjalan.
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